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Mengingat 

BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 38 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA 

BUPATI JEPARA 

a batwa dalam rang#a pelaksaraan Passi 57 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dias Daeran 

Kabupaten Jepara, mala perlu drtetapkan Penijabaran 
Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 

b batwa untuk maksud tersebut huruf a,  perlu  dtetap.an  

dengan  Peraturan  Bupati  

1  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Ling#ungan Propinsi Jawa Tengat 

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) 

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub# 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahar 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir de0gar 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 
tentarg,"""than oaera (uemroan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemenintah Pusat dan 
Pemenintah Daerah (Lembaran Negara PRepublik 

Indonesia Tahun 2004 Nomnor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengarwas.an 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 165 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomou 
4593) 

6. Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemenintat 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemenintatan 
Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 

7 Peraturan Pemenintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomnor 89. Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Noror 4741) 

8 Peraturan Presiien Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
engesahan, Pengundangan dan Penyebartuasan 
Peraturan Perundang-undang 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemenintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2008 Nomor 2 )  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeran 
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lemberan Daerat 
Kabupaten Jepara Tatun 2008 Nomor 7 )  

ME MUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN 
FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

p asal 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 
2 Pemenintah Dae'a"adalan Bupati dan Perangkat Daeran sebagar unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah 
3 Bupati adalah Bupati Jepara 
4 Seretanis Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Jepara 
5 Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara 
6 Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkgt UPT adelah UPT Dias 

Kesehatan 



7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelorpok Jabatan Fungseonal yang 
berada pada Dinas Kesehatan 

BAB Il 

Susunan Organisasi 

Pasat 2 

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdini dart 
1 Kepala 
1 Sekretariat, membawahi 

a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 
b Sub Bagian Keuangan, 
c Sub Bagan Umum dan Kepegawaian 

2 Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi 
a) Seksi Pelayanan Medi 
b) Seksi Gizi 
c). Seksi Kesehatan Keluarga 

3 Bidang Kesehatan Masyarakat. membawahi 
a) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyalt 
b) Seksi Wabah dan Bencana 
c) Seksi Kesehatan Ling#ungan 

4 Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesetatan, membawah» 
a) Seksi Jaminan Kesehatan 

b) Seksi Ketenagaan, 
c) Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan 

5 UPTD 
6 Kelompok Jabatan Fungsional 

BAB III 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Fungsu 

Pasal 3 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerat 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan 

Pasal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
Kesetatan menyelenggarakan fungsi 
a perumusan ebijakan teknis sesuai dengan ling#up tugasya 
b penyelenggaraan urusan pemnerintahan dan pelayanan urhurn sesuai dengan 

hingkup tugasnya 
c pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan ling#up tugasrya dan 
d peaksanaan tugas lain yang dibenikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

tungsinya 



• 
Bagan Kedua 

Kepala 

Pasal 5 

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungawat at.as 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagairana dimaksud dalamn Pasal 3 
dan Pasal 4 

Bagan Ketiga 

Seiretanat 

Pasal 6 

(1)Sekretariat mempunyai tugas melaksanak.an kegatan surat-mnenyurat 
penalanan dias, periengPwpegawan, keuangan, ersipan 
perehiharaan dan peryusunan program, evaluasi dan laporan 

(2) Sekretaniat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertan9gungawab kepada Kepala Dias Kesehatan 

Pasal 7 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Seiretanat 

mempunyat tungsu 
a perencanaan, evaluasi dan lap0ran 
b penyeleggaraan surat menyurat, ears«pan, kerumahtanggan dan perjalanan 

dinas 

c penyajian bahan ebiakan Kepala Dias 

d pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dolumentas 
e Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dbenikan oleh Kepala Dias sesua tugas 

dan tungsinya 

Pasal 8 

(1)Sekretaniat terdini dart 

a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
b. Sub Bagian Keuangan 
c Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

(2) Masing-masing Sub Bagan sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dipimnpin oleh 
se0rang Kepala yang berada dbawah dan bertanggungawab kepada Seiretanis 

Pasal S 

Sub Bagig Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas meryusun rencana dear 
evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan instans 



• Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasel 9, Sub Bagan 
Perencanaan dan Evaluasi mempunyar fungsr 
a perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja Dinas 
b penyusunan dan mengkoordinaskan peryusunan Rencana Strategies, Penetapan 

Kinerja Rencana Kegiatan Anggaran dan Laporan Pertanggungawaba 
Pemerintah Daerah 

c pelaksanaan peryusunan Laporan Akuntabhits Kinerja Pernenintah dan lap0ran­ 
laporan insidentil 

d pelaksanaan pengurputan, penelitian, analisa. pengelolaan peryajian data 
informasi dan me0yiapkan baban laporan linerja Danas srta menyusun batar 
pembinaan organisasi dan tatalaksana 

e penyusunan laporan sesuai dengan bidang tuagas0ya 
f pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan ketijakan teknis di bidang 

Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelrtian dan membuat 
pelaporan kegatan Dinas 

g pengkoordinasian penyelenggaraan survei kesehatan 
h penyusunan petujuk teknis Standar Pelaynan Minimal 

pembenian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasanya untuk 
meyelesaikan masalah sesuai ling#up tugasnya 
pengioordinasia pelaksaraan tugas secara internal dan sesuair ling#up 
tugasnya 

k pelaksanaan monitoning dan evaluasi linerja sesuai ling#up tugas7ya 
I penyiapan batan peryusunan laporan inerja dan keuangan sesuai ling#up 

tugasnya 
m pelaksanaan pembinaan, per ilai an  dan  evaluasi kinerja bawahannya 
n penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi 
o pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Sekretaris sesuar dengan 

tugas dan fungsinya 

Pasal 11 

Sub Bagian Keuangan mempunyar tugas melaksarakan administrasr penata 
usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungawab administrasu 
keuangan 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagarana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub 
Bagian Keuangan mempunyai fungsi 
a perencanaan keuangan Dinas 
b penyusunan anggaran belanya langsung dan tidal langsung 
c pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi 

rekapitulasi dan dolumentasi pelaksanean b e lan ja  langsung  dan  talk  langsung  
d  peryusunan  laporan  perhrtungan  dan  pertanggungawab  keuangan  

e  pelaksanaan  koordinasi secara internal di lingungan unit kerja 
f pelaksanaan dan pengioordinasva pengelolaan administrast euangan an 

akuntansi Dinas 
g pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya 
h pengioordinasian peryiapan bahan perurusan kebijakan teknis dibi«dang 

keuangan 
pemberian saran, pendapat dan pertimbangan epada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesua lingup tugas0ya 

j pengioordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuar lingup tugas7ya 
k pelaksanaan monitoning dan evaluasi kinerja sesua hingkup tugasnya 



• 

peryiapan bahan penyusunan laporan linerja dan kuangan s e su ai ling.p  
tugasnya, 

m pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi linerja bwahannya 
pelaksanaan tugas--tugas lain yang diberikan oleh Seiretanis esuai de0a 

tugas dan fungsinya 

Pasal 13 

Sub Bagan Umum dan Kepegawaian mempunya tugas menyelenggarakan urusan 
surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan perjalanan dinas, periengiapan, dan 
kepegawaian 

Pasal 14 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 13 Sub 
Bagan Umum dan Kepegawaian merpunyai fungi 
a penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang 

b penyusunan data dan administrasi irventanis Dinas 
c pelaksanaan ketatalaksanaan umumn mneliputi administrasi urumn, urat 

menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian, 
d pelaksanaan egiatan rumah tangga dan perjalanan dinas 
e pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 
f pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas 
g pengurusan mutasi, dilat. keseyanteraan pegarwai, hak dan kewaban pegawai 
h pelaksanaan tugas pembinaan administrasi urnumn dan kepegawaian 
i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingungan unit kerja 
f pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan 
k pengioordinasian peryiapan bahan perurusan ebiakan teknis di bi«dang 

Umurm dan kepegawaian 
pembenian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 

menyelesaikan masalah sesuai lingup tugas0ya 
m pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuar ingup tugas7ya 
n penyiapan bahan peryusunan laporan linerja dan euangan sesuai bidang 

tugasnya 
o pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan liner)a sesuav 

lingiup tugasnya 
p pelaksanaan pemnbinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
q pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Seretanis sesuar dengan 

tuagas dan tungsinya 

Pasal 15 

(1)Bidang Pelayanan Kesehatan mempunya tugas meyiapkan rencare 
pembinaan dan penyelengaraan kegatan pelaryanan kesehatan dasar termasuk 
komunitas. kesehatan keluar ga dan gr masyarakat 

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang beraa 
dibawah dan bertanggungawab kepada Kepala Dinas Kesehatan 



Pasal 16 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn Past 15, Bidang 
Pelayanan Kesehatan mempunyair fungsu 
a penyusunan petunijuk teknis dibidangya 
b perencanaan pelayanan kesehatan dasar termasuk kornunitas lesehatar 

keluar ga dan gar masyar aat 
c penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar termasuk komunit.as, kesehatan 

eluarga dan gizi masyar alat 

d penyelenggaraan pembinaan mutu pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas 
Rumah sakit dan lain-lain, 

e sosialisasi, bimbingan dan peryuluhan di bidangrya 
f oordinasi kegratan-kegat.an di bidangry.a 
g penlaian dan pengawasan pelayanan kesehatan, 
h penyelenggaraan administrasi Bidang Pelayanan Kesetatan 
i pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas Kesetatar 

sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 17 

(1)Bidang Pelayanan Kesehatan terdin dani 
a Seksi Pelayanan Medik 
b Seksi Gii, 
c Seksi Kesehatan Keluarga 

(2Maso-maso Seks» sob""""8"also diam yat ( romp oiet 
Seorang Kepala yang berada dibawah dan bertangqungerwa kepada Kepaia 
Bidang Pelayanan Kesehatan 

Pasal 18 

Seksi Pelayanan Medik mempuryair tugas menyiapk.an rencana dan 
menyelenggaraka kegatan pelayanan Medi 

Pasal 19 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagarmnana dmaksud dalamn Pasal 18, Seks 

Pelsyanan Medik mempunyai fungsr 
a perencanaan pelayanan medik meliput kesehatan dasar dan komunitas serta 

ruyuk.an 
b penyelenggaraan pelayanan medik meliputi kesehatan dasar dan komunitas 

serta rujukan, 
c penyelenggar aan egatan peningkatan mutu pelayanan 
d penyusunan petunjuk teknis dibidang pelayanan sesuai stander 
e penilaian dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan 

f penyelenggaraan kegatan administrasi Seksi Pelayanan medik 

g pelaksanan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan sesuar tugas dan fungsinya 

Pasal 20 

Seksi Gr mempunyat tugas menyelenggaraka pelayanan dan pembinaan uparya 
perbakan gui mas yarakat 



Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 20. Seks+ Guz 

mempunyai fungsi 
a penyusunan rencana keg+at.an gar masyarakat 
b Penyelenggaraan survalans gr buruk 
c Penyelenggaraan penanggulangan ga 
d Perbaikan gizi keluarga dan masyaralat 
e pembinaan, monitoring serta evaluasi kegat.an gii masyar al.at 
f bimbingan teknrs di bidangya 
g koordinasi kegat.an di bidangya 
h penyelenggaraan kegatan adrministrasi Seksi Guzi 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 
Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 22 

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas menyeenggarakan pelarynan dan 
pembinaan kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, janin, baryi, balirt.a anal usu.a 

sekolah, reraja dan usia lanjut termasuk pelayanan kontrasepsi keluarga 
berencana 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasai 22, Seise 

esehatan Ketron"Poyer tung 
a peryusunan rencana kegatan kesehatan keluarga Usaha Kesehatan 

SekolatVUsaha Kesehatan Gigi Sekolah, Saka Bakti lusada, peryetaraan 
Gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak kekerasan dalamn rumah 
tangga dan Posyandu 

b pelaksanaan kegatan kesehatan keluarga Usaha Kesehatan Sekolat/Usana 
Kesehatan Gigi Sekolah, Saka Bait Husada penyetaraan Gender, kekerasan 
terhadap perempuan dan anak. kekerasan dale m rumah tangga dan Posyandu 

c pembinaan, monitoring serta evaluasi kegatan kesehatan keluarga Usata 
Kesehatan SekolatVUsaha Kesehatan Gigi Sekolah, Saka Bakti Husada 
penyetaraan Gender, kekerasan terhadap peremnpuan dan anak, kekerasan 
dalam rumah tangga dan Posyandu 

d bimbingan teknis di bidangrya 
e koordinasi kegiatan di bidangoya 
f. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kesenatan Keluarga 
g pelaksanaan tugas-ugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Pelayanan 

Kesehatan sesuai tugas dan fungsunya 

Pasal 24 

(1)Bidang Kesehatan Masyarakat mempuryair tugas meryelenggarakan pembinaan 
pengendalian dan pembrantasan penyalt, penanggulangan wabah dan 
bencana, penyehatan ingkungan termasuk promosi kesehatan dar 
permnberdayaan masyarakat 



(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipirpin oleh seorang Kepala yang berada 
dibawah dan bertanggungarwa kepada Kepala Dinas Kesehatan 

PAsal 25 

Untuk meryelenggarakan tugas sebagaimana dmnaksud pada Pasal 24, Bi«dang 
Kesehatan Masyarakat mempunyai fungs 
a penyusunan petunyuk teknis dibidangrya 
b penyelenggaraan survailans epidemiologi, peryelidk.an keyahian luar bias.a 
c penyelenggaraan pencegahan dan penanguangan peryalt meular 
d penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan peryalit tidal menular 

tertentu 
e peryelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan alibat 

bencana dan wabah 
f penyelenggaraan penoegahan dan penanggulangan pencemaran inglungan 
g penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operas+onalrsas sesua 

bidangnya 
h penyehatan lingkungan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan matrs 
j sosiairsast, bimbingan dan peryuluhan di bidangnya 
k koordinasi keg+atan-kegatan di bidangrya 
I penyelenggaraan promosi kesehatan, 
m pembinaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat 
n penilaian dan pengawasan kesehatan masyarakat 
o. penyelenggaraan kegatan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat 
p pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesetatan 

sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 26 

(1)Bidang Kesehatan Masyarakat terdini dari 
a Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyalit 
b Seksi Wabah dan Bencana 

c Seksi Kesehatan Lingiungan 

(2)Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di pimnpin olen 
se0rang Kepala yang berada di bawah dan bertangungawab kepada Kepala 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pasal 27 

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Penyakit mempunya tugas 
meryelenggar ak.an pengurpulan data penyakt, menganalisis, menyeh»ak.an 
informasi data penyakit, menentukan alternatf penangguangan serta melakuka 
tindakan pencegahannnya termasuk kegiatan irunisasi, kesehatan hajj den 
transmigrasi 

Pasal 28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Passi 27 Seksi 
Pengendalian dan Pemberantasan Penyalt mempunyar tungsr 
a peryusunan rencana kegiatan, pengamatan dan pencegahan peryalt 
b pengaratan penyalit terdini dant pengurpulan data, analisis dan informasi data 

penyalt 



I 

c Penyelenggaraan survatans epidermiwolog, peryelidkan keyaan luar bias.a 
d Penyelenggaraan penoegatan dan penanggulangan' peryalt menular 
e Penyelengaraan pencegahan dan penanggulangan peryalt tdak menular 
f Penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra 
9 Pasanean penceaaan termaso munease 
h pembinaan dan monitoning serta evaluasi kegiatan pengamnatan penyalt an 

pencegatan penyalt, 
i bimbingan teknis di bidangnya 
j koordinasi peaksanaan kegiatan-kegiatan di bidangya 
k pelayanan dan penyelengaraan administrasi Seksi Pengamatan dan 

Pencegahan Penyakit, 
pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kep la Bidang Kesehatan 
Masyar akat sesuat tugas dan tungsrya 

Pasal 29 

Seksi Wabah dan Bencana mempunyai tugas Penyelenggaraan Operas+oral 
penanggulangan masalah kesehatan albat wabah dan bencana 

Pasal 30 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 29 Seksi 
Wabah dan Bencana mempunyai fungsi 
a penyusu9a rencana kegiatan operasional penanggulangan masalah kesenatan 

al bat wabah dan bencana 
b pelaksanaan kegiatan operasional penanggulangan farsalah kesehatan albat 

wabah dan bencana 
c pembinaan, monitoring serta evaluasi egatan operasional penanggulangan 

masalah kesehatan albat wabah dan bencana 
d bimbingan teknis di bidangnya 
e koordinasi kegatan-kegiatan di bidangrya 
f peryelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Wabah dan Bencana 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang Kesehatan 

Masyarakat sesuair tugas dan fungsinrya 

Pasal 31 

Seksi Kesehatan Lngkungan mempumya tugas menyele09" kegatan  dan  

pembinaan Kesehatan Lngkungan yang meliput Pan. tempat-tempat urum. 

terpat pengelolaan makanan minuran, tempat pengelolaan pestrsida, industni dar 
sarana lainnya, termasuk promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 

Pasal 32 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaarea di maksud dalamn Pasal 31 Seksi 
Kesehatan Lingkungan mempunyar tungsr 
a peryusunan rencana kegiatan Kesehatan Ling#ungan 
b pelaksanaan kegiatan penyetatan lingingean 
c pembinaan, monitoning. serta evaluasi kegatan peryehatan lingiungan 
d pemeriksaan kualitas lingkungan yang didulung oleh pemneriksaan 

laboratoriumn, 
e penyelenggaraan penoegahan dan penangguangan penoeraran lingiu.ngan 
f pengawasan, regristrasi dan sertifkasi makanan minurnan produksi rurn.at 

tang9a 



? {["oera promo»wen«an 
h Pemberdayaan indirvidu, eluarga, masyaralat untuk berperlalu hidup berst 

dan sehat serta pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarai.at 
bimbingan teknis di bidang0ya 

j koordinasi kegiatan-kegatan di bidangrya 
k penyeleggaraan administrasi Seksi Kesehatan Lingungan 
I pelaksanaan tugas-tugas lain yang di benikan oleh Kepala Bi«dang Kesetatar 

Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagan Keenan 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 33 

(1)Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas 
menyelenggaraka pembinaan kefarmnasian serta pengembangan sarana 

prasarana kesehatan 

(2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepaia 
yang berada dibawah dan bentanggungarwa kepada Kepala Dinas Kesetatan 

Pasal 34 

Untuk menyelenggarakan tug.as sebagaimnana dimnaksud dalamn Pasal 33, B»dang 
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungs 
a penyusunan rencana kegiatan kefarmasian, makanan dan minuman, serta 

saran.a dan prasar an1a es-e0at.an1, 
b pelaksanaan kegatan kefarmasian, makanan minumnan dan pengembanan 

sarana prasarana kesehatan 
c Pengelolaan/peny, jarminan pereliharaan kesehatan sesuai kondisi 

lokal 
d Penyelenggaraan jamminan pemehiharaan kesehatan nasional (Tugas 

Pembantuan) 
e Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan 
f Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distnbusi sediaan farmasi 
g Sertifkasi alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga( PKRT ) 

Kelas l 
h Pemberian rekomendasi sin Pedangang Besar Farmasi ( PBF ) Cabang 

Pedangang Besar Alat Kesehatan ( PBAK ) dan Industni Kec Obat Tradsional 
(KOT) 

i Registrasi, akreditasi, sertfkas tenaga kesehatan tertentu skala Daerah sesua 
per aturan perundang-undangan 

j Pemberian iain prakbk tenaga esehatan terte0tu 

a Registrasi, akredtasi, sertfkast dan pemberan ijin sarana kesehatan sesuaN 

peraturan perundang-undan 
b Pemberian rekomendasi tin sarana kesehatan tertentu yang dibenkan olet 

pemerintah dan provinsi 
c Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah salt pemenintah Kelas C 

Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, khinil 
umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gg keluara 
kedokteran komplemnenter, dan pengobatan tradirsional, serta sarana penuryag 
yang setara 

"?"aan egatan serene praserana eseatan 
l pembinaan, monitoning serta evaluasi kegatan kefarmasian 
m. sosvahrsasi, bimbingan dan penyuluhan dibidangya 
n koordnast kegatan-kegrat.an dibidangnya 



0. penyusunan pedomnan l petunjuk pelaksanan kelarrmnasian, makanan an 

minumnan, serta sarana dan prasarana kesehatan, 
p penyelenggaraan kegatan administrasi Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Kesehatan 
q pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

sesuai tugas dan tungsunya 

Pasal 35 

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdini dart 
a Seksi Jamninan Kesehatan 
b Seks Ketenagaan 
c Seksi Ketarmasian dan Sarana Kesehatan 

(2)Masing-masing seksi sebagaimana di maksud delam ayat (1) di pimpin oleh 
se0rang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungawab kepada Kepala 
Bi«dang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 36 

Seksi Jaminan Kesehatan merpunyar tugas menyelenggaral. upaya 
pemneliharaan kesehatan masyarakat melalui Jarinan Kesehatan masyarak.at 

Pasal 37 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagamana dimaksud dalamn Pasal 36, Seksu 
Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi 
a penyusunan rencana Jarman kesehatan 
p Pengelolaan/penyelenggaraan, jamminan permeliharaan kesehatan sesudi kondis 

lokal 
c Penyelenggaraan jamminan pemehiharaan kesehatan fasional (Tugas 

Pembantuan) 
d pelaksanaan keguatan Jaminan kesehatan meliputi penyuluhan kesehatan 

penggerakan mas yarakat melalur kemtraan 

e pembinaan, monitoring serta evaluasi kegatan Jarninan kesehatan 
f bimbingan teknis di bidangnya 
g koordinasr egatan-kegiatan di bidangnya 
h penyelenggaraan egatan administrasi Seksi Jaminan Kesehatan, 

pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang 
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sesuar tugas dan tungsurya 

Pasal 38 

Seksi Ketenagaan mempunyar tugas menyelenggaraka permbiwnaan tenaga 
kesehatan 

Pasal 39 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 38. Seksi 
Ketenagaan mempunyar fungs 
d Pemanfaatan tenaga kesehatan strategrs 
e Pendayagunaan tenaga esehatan skala Daer ah 
f Pelatihan teknis skala Daerat 



g. Fegistrasi, akredirtasi, sertifkasi tenaga kesehatan tertentu skala Daerah sesual 
peraturan perundang-undangan 

h. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu 
i. bimbingan teknis di bidangnya; 
j koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangya 
k. penyelenggaraan kegiatan administrasi Selsi Ketenagaan; 
I pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepale Bidang 

Pengembangan Surber Daya Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 40 

Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan 
pembinaan kefarmasian serta penyehatan makanan dan minumnan termauk 

pengawasan penggunaan narkoba dan sarana prasarana kesehatan; 

Pasal 41 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dirnaksud de la mn  Pasal 40, Seksi 
Kefarmasian dan Sarana Kesehatan mempunyai fungsi 
a penyusunan rencana pembinaan dibidang kefarmasian serta sarana kesehatan 
b pembaan ib«dang etamma"a sarana esehatan 
c. Pengambilan sampling/oontoh sediaan farmasi di lapangan 
d. Pemeriksaan seternpat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 
e. Sertifkasi alat kesehatan an Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga( pKRT ) 

Kelas I 

f Pemberian rekomendasi izin Pedangang Besar Farmasi ( PBF ) Cabang. 
Pedangang Besar Alat Kesehatan ( PBAK ) dan industni Keci Obat Tradisionl 
(KoT) 

g. Registrasi, akreditasi, sertifkasi dan pemberian iin sarana kesehatan sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

h Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh 
pemenintah dan provinsi 

i. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakt pererintah Kelas C, 
Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik 
umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluargd. 
kedokteran omplerenter, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang 
yang setara 

j pengadaan obat, alat kesehatan dan sarana kesehatan lainnya; 
k. bimbingan teknis di bidangnya; 
I. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya 
m. penilaian pemnbinaan kegiatan kefarmasian dan penyehatan makanan minuran 

termasuk narkoba 
n. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Kefarmasian dan Sarana 

Kesehatan; 
o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengerangan 

Sumber Daya Kesehatan sesuai tugas dan fungsinya 

Bagian Ketujuh 
UPT 

Pasal 42 

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis operasional Dins di 
bidang masing-masing, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungiawab kepada Kepala Dinas, 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairrana dirnaksud dalam ayat (1), Unit 
Pelaksana Teknis rempunyai fungsi, 
a pelayanan urumn 

b pengelolaan Unit Pelaksana Tekris masing-masing 
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

sesuai tugas dan fungsinya 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Uraian Tugas Dinas Kesehatan akan ditetaplan lebih lanjut oleh Bupati 

asal 44 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturan Bupat 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggai A Ncpeulee ace8 

BUPATT JEPARA, 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2o r{opembu a008 

PI. SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 30S 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagairrana dirnaksud dalam ayat (1), Unit 
Pelaksana Teknis rempunyai fungsi, 
a pelayanan urumn 

b pengelolaan Unit Pelaksana Tekris masing-masing 
c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan 

sesuai tugas dan fungsinya 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Uraian Tugas Dinas Kesehatan akan ditetaplan lebih lanjut oleh Bupati 

asal 44 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangian 

Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturan Bupat 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Ditetapkan di Jepara 

pada tanggai A Ncpeulee ace8 

BUPATT JEPARA, 

HENDRO MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 2o r{opembu a008 

PI. SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 30S 


